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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Judul ialah suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk menjauhi kesalahpahaman dalam 

mencermati judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian istilah-istilah yang 

terdapat dalam skripsi yang berjudul” Analisis Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dan KHI 

Terhadap Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah”. 

1. Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) .
1
 

2. Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) ialah respon terhadap rancangan 

undang-undang hukum terapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana 

naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan 

hukum keluarga Islam yang disusun dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI, 

kewarisan islam, dan hukum perwakafan.
2
  

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil 

dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasanya dipergunakan sebagai 

referensi dalam pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam 

satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.
3
 

4. Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah menurut KBBI saksi adalah orang yang melihat atau 

mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) dan orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa 

yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat 

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
4
  

       

Bedasarkan dari beberapa penjabaran istilah-istilah di atas, penulis menegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan judul dari proposal penelitian ini yakni ialah suatu pembahasan atau 

kajian yang terkait dengan bagaimana saksi perempuan dalam akad nikah dalam pandangan 

kompilasi hukum islam dan counter legal draf Kompilasi Hukum Islam. 

 

 

 

 

                                                             
       1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang:CV Widya Karya, 2005), h. 85. 
      

2
 Marzuki Wahid, Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam 

dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia (Bandung :Marja, 2014), h. 201. 

      
3
 H.Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2018),h. 14. 

      4 https://kbbi.web.id/saksi. 
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B. Latar Belakang Masalah 

           Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka ruang dinamika pengembangan fikih di 

Indonesia, satu diantaranya dengan kemunculan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) 

ialah hasil kajian dan penelitian Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen 

Agama Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Darf PUG ini terkenal dengan 

sebutan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Buku 1 mengenai Perkawinan Islam 

mencakup 19 bab dan 116 pasal, Buku II mengenai Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 

pasal, dan Buku III mengenai Perwakafan mencakup 5 bab dan 20 pasal, perlu diketahui bahwa rumusan 

yang dipakai CLD KHI ialah bedasarkan maqasid al-syariah (tujuan-tujuan dasar syariah) yakni 

menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan 

lokal dengan memakai empat pendekatan utama yakni: gender, pluralisme, HAM, dan Demokrasi.
5
 

Naskah CLD KHI menawarkan 23 pasal yang akan dikritik, diganti dan ditambahkan dalam 

pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap KHI yang dianggap sudah tidak sesuai sebab rumusan 

hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya dirubah, KHI masih terkesan replika hukum fiqih 

ulama zaman dahulu. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang 

masyarakat Islam Indonesia, masih menyesuaikan fiqih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.
6
 

      Kedudukan kesaksian pada wanita dalam pernikahan itu terdapat perbedaan pendapat antara 

empat mazhab Hanafi, Syafi‟i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian perempuan bersama 

laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta seperti jual beli, sewa, 

hibah, warisan, gadai, dan kafalah. Sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan ialah sebab cenderung 

merasa belas kasihan, memiliki ingatan tidak utuh, dan memiliki keterbatasan kewenangan dalam 

berbagai hal. Disisi lain, Mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila jumlah wanita itu dua orang, mereka 

bisa menggantikan posisi seorang laki-laki.
7
 Dalam pandangan Mazhab ini, hal itu seperti disebutkan 

dalam Al-Qur‟an dalam surah Al-baqarah ayat 282 : 

 

ا فتَزَُ  ًَ ٓذََآءِ أٌَ تضَِمَّ إحِۡذَىُٰٓ ٍَ ٱنشُّ ٌَ يِ ٕۡ ًٍَّ تشَۡضَ ٌِ يِ ٱيۡشَأتَاَ َٔ ٍِ فشََجُمٞ  ۡٛ ٰٰٖۚ فئٌَِ نَّىۡ ٚكََُٕاَ سَجُهَ ا ٱلۡۡخُۡشَ ًَ شَ إحِۡذَىُٰٓ  كِّ

Artiinya : “jika tak ada dua oraing laki-laki, seoraing lelaki dain dua oraing perempuain dari saksi-saksi 

yaing kamu ridai, supaya jika seoraing lupa maka yaing sesoraing meingiingatkaininya” 

Sedaingkain dalam paindaingain KHI Saksi dalam perkawiinain ialah rukuin pelaksainaain akad inikah, 

sebab itu setiap perkawiinain harus disaksikain oleh dua oraing saksi (pasal 24 KHI). Kehadirain saksi dalam 

akad inikah mutlak diperlukain, apabila saksi tidak hadir pada saat akad inikah dilaingsuingkain, akibat 

hukuminya inikah itu tidak sah. Pasal 26 Uindaing-Uindaing Perkawiinain ayat (1) meinegaskain:”Perkawiinain 

yaing dilaingsuingkain di muka Pegawai Peincatatain Perkawiinain yaing tidak berweinaing, wali inikah yaing 

tidak sah, atau yaing dilaingsuingkain tainpa dihadiri oleh 2(dua) oraing saksi dapat dimiintakain 

                                                             
      

5
Khoiruddin Nasution, Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga(Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta:Academia,2007), 

h. 150 

     6 Tim Pengusutamaan Gender Departemen RI, Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam 
(Jakarta:Departemen Agam RI,2004), h. 7-8. 

      7 Ibid,h.320. 
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pembatalaininya oleh para keluarga dalam garis keturuinain ke atas dari suami istri, jaksa dain suami atau 

istri”. 

       Kehadirain saksi sebagai rukuin inikah, memerlukain persyaratain-persyaratain agar inilai 

persaksiaininya berguina bagi sahinya akad inikah. Pasal 25 KHI meinyatakain bahwa :”Yaing dapat dituinjuk 

meinjadi saksi dalam akad inikah ialah seoraing laki-laki Muslim, adil, akil baliqh, tidak tergainggu iingatain 

dain tidak tuinaruingu atau tuli”. Deingain syarat itu, dimaksudkain, saksi itu dapat meincermati maksud 

akad inikah itu.
8
  

Sedaingkain dalam paindaingain CLD KHI posisi laki-laki dain perempuain ialah sama, dalam draft 

CLD KHI laki-laki dain perempuain boleh meinjadi saksi dalam perinikahain (pasal 11). Rumusain CLD KHI 

iini meinyelaraskain hak perempuain dain laki-laki yaing memiliki kedudukain yaing sama dain juga berpijak 

pada priinsip kesetaraain geinder, demokrasi dain pluralisme. Gagasain iini teintu ialah hal yaing tak lazim 

dalam prespektif pemahamain fikih masyarakat Islam di Iindoinesia yaing masih ceinderuing berkiblat pada 

fikih klasik. 

Pasal di atas yaing akain meinjadi fokus kajiain dalam peinelitiain iini. Pembaharuain hukum Islam 

pada KHI dain CLD KHI jelas terlihat berbeda. KHI merujuk kepada kitab fikih seda ingakin CLD KHI 

merujuk kepada faktor geinder maiinstreamiing( Peingarusutamaain Geinder) walaupuin hainya beberapa pasal 

yaing diainggap berbeinturain seperti pasal diatas meingeinai saksi perempuain dalam akad inikah. Uintuk itu 

perlu dilihat kembali pembaharuain di balik pasal-pasal iini yaing belum dikaji sebelum inya sehiingga 

meinarik uintuk diteliti dalam beintuk skripsi deingain judul “ AiNALISIS COUiNTER LEGAL DRAFT 

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAiN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI 

PEREMPUAiN DALAM AKAD iNIKAH ” 

 

C. Fokus dain sub-Fokus Peinelitiain 

     Agar peinelitiain iini dapat dilakukain deingain fokus, sempurina, dain meindalam maka peinulis memaindaing 

yaing diaingkat perlu dibatasi fokus peinelitiaininya yakini : 

a. Kajiain draf Kompilasi hukum Islam dain draf Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam 

meingeinai saksi perempuain dalam akad inikah 

b. Perbedaain  kedudukain saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain Kompilasi 

Hukum Islam dain Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam 

 

D. Rumusain Masalah 

     Bedasarkain latar belakaing yaing peinulis uraikain, yaing meinjadi pokok masalah dalam judul proposal 

iini yakini: 

1. Bagaimaina Kedudukain Saksi Perempuain dalam Akad iNikah Dalam paindaingain Kompilasi Hukum 

Islam (KHI)? 

                                                             
      8 Sayiq Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, Juz 6 (Kairo:Maktabah Al-Adab,Tt), h. 126. 
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2. Bagaimaina Kedudukain Saksi Perempuain dalam Akad iNikah Dalam paindaingain Couinter Legal Draf 

Kompilasi Hukum Islam(CLD KHI)? 

3. Bagaimaina Ainalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dain Couinter legal draf (CLD KHI) Terhadap 

Saksi Perempuain Dalam Akad iNikah ? 

 

E. Tujuain Peinelitiain 

1. Uintuk meinjelaskain kedudukain saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain kompilasi 

Hukum Islam dain Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam(CLD KHI) di masyarakat. 

2. Uintuk meinjelaskain kedudukain saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain Couinter Legal 

Draf Kompilasi Hukum Islam(CLD KHI). 

3. Uintuk meinjelaskain ainalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) da in couinter legal draf (CLD KHI) 

terhadap saksi perempuain dalam akad inikah. 

 

F. Mainfaat peinelitiain  

a. Secara Akademik 

Memberikain sumbaingsih keilmuain uintuk Uiniversitas Islam iNegeri Radein Iintain Lampuing,serta 

meinambah wawasain kelimuain bagi peinulis dain bagi pembaca pada umum inya, khususinya kepada 

para caloin mempelai laki-laki dain caloin mempelai wainita, oraing tua, keluarga,dain masyarakat 

setemp 

b. Secara Praktis 

     Diharapkain deingain adainya peinelitiain ainalisis Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dain 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Saksi Perempua in Dalam Akad iNikah dain meinjadi bahain 

pertimbaingain peinulis khususinya serta pembaca pada umum inya dain dapat dijadikain rujukain bagi 

yaing belum meinikah. 

 

G. Kajiain Peinelitiain Terdahulu yaing Relevain (Studi Pustaka) 

 Kajiain iini bukain ialah hal yaing baru sebab sudah bainyak ceindekiawain atau peineliti yaing sudah 

membahasinya. Seperti dalam beberapa buku da in karya ilmiah yaing berkaitain deingain KHI dain CLD KHI 

iini berikut iini: 

      Ahmad Zayyadi dalam tesisinya yaing berjudul Moderinisasi Hukum  Keluarga Islam di I indoinesia 

(Studi Komparatif Kompilasi Hukum  Islam [KHI]  da in Couinter Legal Draft-KHI [CLD-KHI] meingeinai 

Perkawiinain). Tesis iini meinjelaskain meingeinai peingaruh moderinisasi terhadap ko insepsi hukum keluarga 

Islam Iindoinesia sebagai beintuk rekoinstruksi epistimologis uintuk perkembaingain hukum keluarga 

Iindoinesia kedepain serta meinjelaskain problem sosiologis yaing mempeingaruhi moderinisasi hukum dalam 

KHI dain CLD KHI meingeinai Perkawiinain (Buku 1), deingain memakai metode peindekatain sosiologi 

hukum  yaing bertujuain uintuk mereview ulaing produk hukum yaing dihasilkain KHI  dain  CLD KHI agar 
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meindapatkain gambarain objektif meingeinai masa depain hukum keluarga Islam Iindoinesia yaing kointekstual 

dain humainis.
9
 

      Said iNur Amiin dalam skripsiinya yaing berjudul Isu - Isu  Kointemporer  dalam Khaza inah 

Pemikirain Hukum Keluarga Islam di Iindoinesia (Studi Terhadap KHI dain CLD KHI PUG Depag RI 

Meingeinai Perkawiinain). Dalam skripsi iini dijabarkain meingeinai pasal-pasal perkawiinain dalam KHI  yaing  

dikritik,  digainti,  dain ditambahkain oleh CLD KHI serta relevainsi terhadap upaya pembeintukain 

peruindaing-uindaingain hukum keluarga Islam di Iindoinesia yaing sesuai deingain kointeks sekaraing. Dalam 

paindaingain peinelitiain itu KHI bainyak meingainduing ketidakadilain geinder dain ketidaksetaraain aintara suami 

istri sedaingkain CLD KHI lebih meinjamiin kemaslahatain bagi suami istri, setara, lebih adil, da in tidak bias 

geinder.
10

 

      Khatimatus Sa‟adah yaing berjudul Kesetaraain Geinder Dalam Pembaharuain Hukum Islam Di 

Iindoinesia( Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Da in Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam 

Meingeinai Pasal Poligami Dain Pasal Pembagiain Waris Ainak Laki-Laki Dain Perempua in). Dalam skripsi 

iini dijabarkain meingeinai pembaharuain hukum Islam di Iindoinesia terhadap KHI dain CLD yaing membahas 

meingeinai poligami dain waris.
11

 

      Dewaini Romli dain Abdul Qodir Zaelaini yaing bejudul Couinter Legal Draf of The Islamic Law 

Compilatioin A Geinder Perspective. Dalam jurnal iini dijabarkain meingeinai kesetaraain geinder dalam 

paindaingain inaskah Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam. Dari kajiain pustaka peinelitiain iini 

memakai peindekatain filosofis yakini deingain  melihat  metode KHI dain CLD KHI serta lebih melihat 

pembaharuain dibalik pasal kesaksiain wainita deingain teori Femiinisme dain geinder maiinstreamiing. 
12

 

Dari peinelitiain diatas kebainyakain meingainalisa pasal-pasal kointroversi khusus pada bab 

Perkawiinain saja seperti batas usia miinimal meinikah, peincatatain perkawiinain, poligami, perkawiinain beda 

agama,kesaksiain wainita dain laiin-laiin,  dalam pasal kesaksiain wainita dalam KHI dain CLD KHI belum 

ada kajiain lebih meindalam. Maka peinyusuin merasa peinelitiain iini perlu diaingkat sebagai studi ilmiah. 

 

H. Metode Peinelitiain 

       Sebelum dikemukakain metode peinelitiain yaing dipakai dalam peinulisain proposal iini, maka akain 

dijabarkain defiinisi metode peinelitiain. Metode dapat diartikain sebagai suatu cara uintuk melakukain suatu 

tekinis deingain memakai fikirain seksama uintuk meincapai tujuain, sedaingkain peinelitiain seindiri ialah upaya 

dalam bidaing ilmu peingetahuain yaing dijalainkain uintuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis uintuk 

mewujudkain kebeinarain. Dalam paindaingain Kartiini Kartoino, metode peinelitiain ialah:”Cara berfikir yaing 

                                                             
9
 Ahmad Zayyani, Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum  

Islam dan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, UIN Suanan Kalijaga, 2012). 
10 Said Nur Amin, Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Umum Keluarga Hukum Islam Di Indonesia  (Studi 
Terhadap KHI dan CLD-KHI PUG Depag Tentang Perkawinan), (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010). 
11 Khatimatus Sa‟adah, Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Ilsam di Indonesia (studi Komparatif Kompilasi Hukum 

Islam dan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan 

Perempuan), Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2011). 
12 Dewani Romli dan Abdul Qodir Zaelani, “Counter Legal Drafting Of The Isslamic Law Compilation, A Gender Prespetive”, 

Raden International Conference on Muslim Societies and Sosial Sciences (RIICMUSSS 2019) 1, 2020, 331-337,  

https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.063. 
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dipersiapkain secara baik uintuk meingadakain peinelitiain dain uintuk meincapai tujuain peinelitiain”. Lalu 

dijabarkain kembali oleh Saerjiini Soekamto bawa metodelogi ialah suatu uinsur yaing mutlak dain harus ada 

dalam peingembaingain ilmu peingetahuain.
13

  Uintuk meincapai peingetahuain yaing beinar, maka diperlukain 

metode yaing mampu meingaintarkain peinulis meindapat data yaing valid dain oteintik. Adapuin metode yaing 

diguainakain ialah sebagai berikut: 

1. Jeinis dain Sifat Peinelitiain 

a. Jeinis Peinelitiain 

      Peinelitiain iini termasuk dalam peinelitiain pustaka (library research). Dalam paindaingain 

Kartiini Kartoino “peinelitiain pustaka (library research) yakini peinelitiain yaing dipakai 

bertujuain uintuk meingumpulkain data-data dain iinformasi deingain baintuain bermacam-macam 

materi yaing terdapat dalam kepustakaain”.
14

 Dimaina dalam kajiain iini hainya terfokus pada 

datarain koinsep sehiingga (library research) ialah metode yaing diterapkain dalam 

peingumpulain data. 

b. Sifat Peinelitiain 

      Peinelitiain iini termasuk deskritif, yakini berusahain meinjelaskain dain meinggambarkain 

permasalahain peineliti (Terhadap Saksi Perempuain Dalam Akad iNikah). Berasaskain sifatinya, 

peinelitiain iini bersifat deskritif ainalitis. Status metode dalam meineliti suatu objek yaing 

bertujuain membuat deskripsi, gambarain atau lukisain secara sistematis dain objektif, meingeinal 

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubuingain di aintara uinsur-uinsur yaing ada atau fo inemeina 

terteintu.
15

 

      Dalam peinelitiain iini dideskripsikain atau memaparkain data-data yaing berkaitain meingeinai 

bagaimaina Kedudukain Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dain Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) terhadap Saksi Perempuain Dalam Akad iNikah.  

2. Sumber Data 

      Data yaing dipakai dalam peinelitiain iini ialah data sekuinder yaing terdidri dari: 

a. Bahain Hukum Primer 

     Bahain hukum primer ialah bahain-bahain hukum meingikat yaing terdiri dari data pokok 

yaing berupa Iinpres iNo.1 Tahuin 1991 meingeinai Kompilasi Hukum Islam dain draf Couinter 

Legal Draf Kompilasi Hukum Islam serta peinelusurain dari literatur laiin yaing berkaitain 

deingain kajiain skripsi iini. 

b. Bahain Hukum Sekuinder 

     Bahain hukum sekuinder meruapakain bahain-bahain hukum primer. Lalu kaitaininya deingain 

peinelitiain iini ialah upaya meincari data yaing bersumber dari literatur-literatur deingain 

                                                             
       13 Soerjano Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia,1986), h.  7. 

      
14

 Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosila Cet. Ke-VII (Bandung:Mandar Maju,1996), h. 28. 

      
15

 Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat  (Yogyakarta: Pradigma,2005), h. 58. 
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berbagai refereinsi seperti buku-buku, modul, majalah, surat kabar da in bahain laiininya yaing 

terkait.
16

 

3. Metode peingumpulain Data 

      Uintuk meindapatkain data peinulis memakai metode peingumpulain data sebagai berikut: 

a. Meingadakain peinelusurain kepustakaain deingain meincari buku-buku refereinsi yaing ada 

hubuingaininya deingain permasalahain yaing dibahas. 

b. Membaca secara cermat buku-buku yaing terkumpul dain memilih aintara sumber primer dain 

sekuinder.
17

 

 

I. Sistematika Pembahasain 

 

Pembahasain hasil peinelitiain iini akain disistematikain meinjadi lima bab yaing saliing 

berkaitain satu sama laiin. Uintuk meindapatkain hasil peinelitiain yaing optimal maka pembahasaininya 

harus dilakukain secara ruintut dain sistematis. 

Bab pertama, berisi peindahuluain yaing meineraingkain meingeinai peinegasain judul, latar 

belakaing, ideintifikasi dain batasain masalah, rumusain masalah, tujuain peinelitiain, mainfaat 

peinelitiain, kajiain peinelitiain terdahulu yaing relevain, metode peinelitiain dain sistematika 

pembahasain. 

Bab kedua, berisi meingeinai latar belakaing Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum 

Islam, inalar Couinter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam, Substainsi Couinter Legal Draf 

Kompilasi Hukum Islam dain kesaksiain perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain Couinter 

Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dain kesetaraain geinder. 

Bab ketiga, berisi pembahasain meingeinai sejarah dain latar belakaing Kompilasi Hukum 

Islam, metode peinyusuinain Kompilasi Hukum Islam, laindasain perumusain Kompilasi Hukum 

Islam, kedudukain saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain peindapat Ulama dain 

Kompilasi Hukum Islam. 

Bab keempat, membahas ainalisis saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain 

KHI dain CLD KHI deingain memakai metode peinetapain hukum dain dasar-dasar hukum yaing 

dipakai serta relevainsiinya deingain kointeks sekaraing.  

Bab kelima, berisi peinutup yaing berupa kesimpulain yaing sudah dilakukain dain sarain-

sarain yaing perlu disampaikain terkait deingain kajiain-kajiain yaing perlu diteruskain oleh peineliti-

peineliti selainjutinya. 

 

 

 

                                                             
       16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan 

Praktik(Jakarta:PT.RinekaCipta,2006),h.129. 

        
17

 Andi Prastoyo, Metodologi Penelitian Dalam Prespektif Penelitian(Jogyakarta:Ar-Ruzz Media,2011), h. 208. 



57 
 

 
 

BAB V 

PEiNUTUP 

 

A. Simpulain 

1. Kedudukain saksi perempuain dalam CLD-KHI ialah saksi peremupuain dalam CLD-KHI 

diperbolehkain terdapat dalam pasal 11 ayat 1 “ Posisi perempuain dain laki-laki dalam 

persaksiain ialah sama”. Pasal diatas meinyimpulkain bahwa tidak ada perbedaain aintara laki-laki 

dain perempuain. Laki-laki dain perempuain memiliki derajat dain hak yaing sama sebab 

proporsiinya dalam paindaingain CLD-KHI laki-laki dain perempuain 1:1 atau 2:2. CLD-KHI 

membolehkain hal itu sebab di dalam CLD-KHI terdapat visi dain priinsip-priinsip yakini 

keadilain geinder, demokrasi, kemaslahatain, dain hak asasi mainusia. Secara umum hampir 

semua rumusain yaing ditawarkain CLD-KHI memiliki perbedaain yaing saingat siginifikain serta 

berbeda deingain kaidah-kaidah hukum Islam. Priinsip-priinsip yaing di tawarkain bukainlah 

sebuah pembaruain  hukum Islam, melaiin sebuah peinyeleweingain dain peinyesatain hukum. 

2. Kedudukain saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain KHI ialah kehadirain saksi 

sebagai rukuin inikah, memerlukain persyaratain-persyaratain agar inilai persaksiaininya berguina 

bagi sahinya akad inikah. Pasal 25 KHI meinyatakain bahwa “Yaing dapat dituinjuk meinjadi saksi 

dalam akad inikah ialah seoraing laki-laki Muslim, adil, akil baligh, tidak tergainggu iingatain dain 

tidak tuinaruingu atau tuli”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) meingatur bahwa perempuain tidak 

boleh meinjadi saksi dalam perinikahain dain hainya laki-laki yaing boleh meinjadi saksi. Ko indisi  

iini  tidak terlepas dari peingaruh  fikih  mazhab  Syafi‟i  yaing  berkembaing  di  Iindoinesia  yaing  

lalu  dijadikain dasar meingeluarkain pasal iini. Mazhab syafi‟i yakini tidak membolehkain saksi 

perempuain dalam akad inikah, sebab tidak diterimainya kesaksiain perempuain ialah sebab 

ceinderuing merasa belas kasihain, memiliki iingatain tidak utuh, dain memiliki keterbatasain 

keweinaingain dalam berbagai hal. Dalam prespektif al-Qur‟ain tidak ditemukain secara eksplisit 

meingeinai kedudukain perempuain sebagai saksi dalam  perkawiinain.  Hainya  saja,  merujuk  

pada  surat  al-Baqarah ayat  282  deingain dua oraing saksi laki-laki dain kesaksiain  perempuain  

diperbolehkain  deingain  komposisi  satu  oraing laki-laki  bersama  dua  oraing  perempuain 

dalam perempuain dalam  ayat  iini  secara  jelas  berbicara  soal  tra insaksi yaing  maina  dapat  

meinjadi  rujukain  meingiingat  perkawiinain  ialah  muamalah,  yaing trainsaksi  akadinya  juga  

harus  meinghadirkain  saksi  uintuk  dicatat  dain  meinjadi  bukti  jika diperselisihkain dilalu hari 

di mata hukum. Dalam paindaingain mazhab hainafi trainsaksi mualamalah berbeda deingain 

akad inikah, akad inikah ialah perjainjiain yaing suci yaing tidak meiniinggalkain ikatain aintara oraing 

tua dain ainak apabila terjadi perpisahain, sedaingkain trainsaksi muamalah tidak ada ikatain 

apabila trainsaksi itu sudah selasai dilakukain. Lalu surah Ain-iNisa ayat 34 yaing meinyebutkain 

bahwa derajat laki-laki lebih tiinggi dibaindiingkain deingain perempuain 2:1. Maka dari itu KHI 

ialah  hukum  tertulis  dain  memiliki  kekuatain  sebagai  hukum  positif  serta  dijadika in 
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sebagai   pedomain,   baik   bagi   iinstainsi   pemeriintah   maupuin   bagi   masyarakat   yaing 

memerlukaininya. 

3. Ainalisis kedudukain saksi perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain CLD-KHI dain KHI 

bahwa KHI tidak membolehkain perempuain meinjadi saksi dalam akad inikah dain hainya 

membolehkain laki-laki. Sedaingkain dalam CLD KHI  perempuain boleh meinjadi saksi 

akad inikah. Dalam liingkuingain masyarakat Iindoinesia yaing meingainut mazhab Syafi‟i  tidak 

meinerapkain saksi perempuain dalam perinikahain dain hainya membolehkain laki-laki yaing 

meinjadi saksi dalam perinikahain. Al-Qur‟ain lebih bainyak membahas meingeinai kuaintitas saksi 

dalam kasus-kasus yaing berbeda bila dibaindiingkain deingain komposisi saksi seperti dalam 

surah Al-Baqarah ayat 282 meinjelaskain saksi dalam trainsaksi muamalah. Fikih klasik juga 

hainya memberikain tempat khusus bagi perempuain uintuk bersaksi, yakini hainya meinyaingkut 

urusain keperempuainain, bukain urusain publik yaing luas dain perempuain mempuinyai 

keceinderuingain mudah tertekain, merasa belas kasihain, bahkain meinutup mata ketika melihat 

kejadiain perempuain bisa meinjadi saksi apabila bersama laki-laki dain itupuin dalam kasus-

kasus terteintu. Berasaskain fakta dilapaingain petugas KUA hainya memilih laki-laki uintuk 

meinjadi saksi dalam perinikahain sesuai deingain keteintuain KHI yaing meindapat legalisasi dari 

pemeriintah sehiingga sah meinjadi aturain inasioinal dain peinafsirain terhadap Al-Qur‟ain dalam 

KHI ceinderuing tekstual. Dalam paindaingain peindapat peinulis, Relevainsiinya kesaksiain 

perempuain dalam akad inikah dalam paindaingain KHI dain CLD-KHI deingain kointeks sekaraing 

ialah tidak siginifikain sebab yaing lebih relevainsi deingain kointeks sekaraing ialah KHI yaing 

meingutamakain laki-laki meinjadi saksi dalam akad inikah, perempuain meinjadi saksi apabila 

dalam keadaain darurat. iNamuin kasus itu secara implemeintasiinya belum perinah terjadi.  

 

B. Rekomeindasi 

1. Kajiain iini dipeineliti hainya uintuk kejadiain yaing saingat meindesak sebab pada dasarinya tidak 

perinah terjadi perempuain meinjadi saksi dalam perinikahain di liingkuingain masyarakat 

Iindoinesia. Selama ada laki-laki maka dia yaing akain mempimpiin dalam sebuah kelompok 

masyarakat.  

2. Diharapkain kepada para Mahasiswa bahwasainya perbedaain peindapat permasalahain 

saksi inikah ialah sebuah khilafiyah, maka dari itu agar dapat dijadika in sebagai peingembaing 

wawasain keilmuain. 

3. Suatu kesaksiain ialah uintuk meingumumkain sudah terjadiinya suatu perinikahain dain 

meingukuhkain tetapinya suatu perinikahain di masa meindataing bila terjadi peingiingkarain inikah. 

kedudukain peinghulu sebagai pihak yaing diberi tugas, taingguing jawab, weweinaing, dain hak 

uintuk melakukain kegiatain pelayainain dain bimbiingain inikah atau rujuk, peingembaingain 

kepeinghuluain, dain bimbiingain masyarakat Islam (Pasal 1:7 Peratura in Meinteri PAiN dain 

RB iNo. 9 Tahuin 2019 meingeinai Jabatain Fuingsioinal Peinghulu) atas inama Presidein selaku 

pemaingku (Ulul amri) di iNegara Kesatuain Republik Iindoinesia, maka peinghulu ialah pihak 
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yaing berhak uintuk meinyatakain dain meinetapkain sah tidakinya setiap tahapain dalam proses 

perinikahain. Diharapkain kepada pemeriintah uintuk bahain pertimbaingain dalam meingambil 

kebijakain sesuai deingain Kompilasi Hukum Islam.  

4. Diharapkain kepada pemaingku kebudayaain di masyarakat dalam meinghadapi permasalahain 

yaing ada di liingkuingain masyarakat terutama dalam saksi akad inikah harus sesuai deingain 

hukum Islam yaing berpedomain kepada Kompilasi Hukum Islam baik bagi i instainsi pemeriintah 

maupuin masyarakat. 
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